BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 1 TAHUN 2020.

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4936);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RepublikindonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
5679); §



\/

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
Dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU
RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya d1smgkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesualydengan
peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. |
Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
Belanja Daerah.

Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
Belanja Daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan
pengeluaran Pembiayaan. Q



10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

11. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
13. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB 11
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (dua ribu dua puluh) meliputi:

a0 op

(1)

(2)

(3)

(1)

Pendapatan Daerah; ‘
Belanja Daerah; f
surplus/(defisit);

Pembiayaan Daerah; dan

Pembiayaan Neto.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. Belanja tidak langsung; dan

b. Belanja langsung.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ meliputi:

a. Penerimaan pembiayaan Daerah; dan

b. Pengeluaran pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua ‘
Pendapatan Daerah |

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. semula Rp.718.772.071.593,00 (tujuh ratus delapan belas miliar tujuh
ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan
puluh tiga rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp.69.616.971.976,99 (enam puluh semb11an miliar
enam ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan
ratus tujuh puluh enam rupiah dan sembilan puluh sembilan sen),

sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar

Rp.649.155.099.616,01 (enam ratus empat puluh sembilan miliar seratus lima

~ puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah

dan satu sen). &



(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.72.107.857.937,00 (tujuh puluh dua miliar seratus
tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga
puluh tujuh rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.21.750.485.349,00 (dua puluh satu miliar tujuh
ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus
empat puluh sembilan rupiah),

sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar

Rp.50.357.372.588,00 (lima puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta

tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah );

dana perimbangan terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.535.209.409.000,00 (lima ratus tiga puluh lima
miliar dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.53.062.512.638,00 (lima puluh tiga miliar enam
puluh dua juta lima ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh delapan
rupiah),

sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan sebesar

Rp.482.146.896.362,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar seratus

empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus

enam puluh dua rupiah); dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.111.454.804.656,00 (seratus sebelas miliar empat
ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima
puluh enam rupiah);

2. bertambah sebesar Rp 5.196.026.010,01 (lima miliar seratus sembilan
empat puluh enam juta dua puluh enam ribu sepuluh rupiah dan satu
sen),

sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan

sebesar Rp.116.650.830.666,01 (seratus enam belas miliar enam ratus lima

puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam
rupiah dan satu sen).

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
meliputi jenis pendapatan:
a. pajak Daerah terdiri dari:

b.

1. semula sebesar Rp.3.926.179.259,00 (tiga miliar sembilan ratus dué puluh

enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh
sembilan rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.990.244.525,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta

dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),

sehingga pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp.2.935.934.734,00 (dua
miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu
tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

retribusi Daerah terdiri dari:

semula sebesar Rp.439.902.500,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta
sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah); dan R



2. berkurang sebesar Rp.78.856.500,00 (tujuh puluh delapan juta delapan
ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah),

sehingga retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp.361.046.000,00 (tiga

ratus enam puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh
delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh
delapan rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.316.468.178,00 (tiga ratus enam belas juta empat
ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah),

sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar

Rp.3.352.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah); dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.64.073.308.000,00 (enam puluh empat miliar tujuh
puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah}; dan

2. berkurang sebesar Rp.20.364.916.146,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam
puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh
enam rupiah),

sehingga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar

Rp.43.708.391.854,00 {empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta tiga

ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Paragraf 3
Dana Perimbangan

Pasal 6

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b méliputi
jenis pendapatan:
a. dana bagi hasil pajak/bukan pajak terdiri dari:

C.

1. semula sebesar Rp .6.348.957.000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp.2.674.147.606,00 (dua miliar enam ratus tujuh
puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah),

sehingga dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan sebesar

Rp.9.023.104.606,00 (sembilan miliar dua puluh tiga juta seratus empat ribu

enam ratus enam rupiah);

dana alokasi umum terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.379.586.878.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan
miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh
delapan ribu rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.39.613.407.000,00 (tiga puluh sembilan mlhar enam
ratus tiga belas juta empat ratus tujuh ribu rupiahj, :

sehingga dana alokasi umum setelah perubahan sebesar

Rp.339.973.471.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus

tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan

dana alokasi khusus terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.149.273.574.000,00 (seratus empat puluh sembilan
miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah); dan q



2. berkurang sebesar Rp.16.123.253.244,00 (enam belas miliar seratus dua
puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat
rupiah),

sehingga dana alokasi khusus setelah perubahan sebesar

Rp.133.150.320.756,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh juta

tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Paragraf 4
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 7

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf ¢ meliputi jenis pendapatan:
a. pendapatan dana hibah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.13.196.600.000,00 (tiga belas miliar seratus sembilan
puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp.2.991.000.000,00 (dua miliar sembilan: ratus
sembilan puluh satu juta rupiah), |

sehingga jumlah pendapatan hibah setelah perubahan  sebesar

Rp.16.187.600.000,00 {enam belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta

enam ratus ribu rupiah);

b. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdlrn dari:

1. semula sebesar Rp.13.064.537.656,00 (tiga belas miliar enam puluh empat
juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
dan

2. bertambah sebesar Rp.2.831.832.010,01 (dua miliar delapan ratus tiga
puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah dan satu
sen),

sehingga jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah

lainnya setelah perubahan sebesar Rp.15.896.369.666,01 (lima belas miliar

delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu
enam ratus enam puluh enam rupiah dan satu sen); dan
c. dana penyesuaian dan otonomi dan khusus terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.85.193.667.000,00 (delapan puluh lima miliar seratus
sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.626.806.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta
delapan ratus enam ribu rupiah), ;

sehingga jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan

sebesar Rp.84.566.861.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam
puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
a. semula Rp.834.754.440.111,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar
tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu seratus
sebelas rupiah); dan



b. berkurang sebesar Rp.48.681.464.201,85 (empat puluh delapan miliar enam
ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua
ratus satu rupiah dan delapan puluh lima sen),

sehingga jumlah belanja setelah perubahan sebesar Rp.786.072.975.909,15

(tujuh ratus delapan puluh enam miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus

tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah dan lima belas sen).

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. belanja tidak langsung terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.350.399.274.255,00 (tiga ratus lima puluh miliar tiga
ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu
dua ratus lima puluh lima rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp.75.744.239.357,50 (tujuh puluh lima miliar tujuh
ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga
ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen),

sehingga jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan sebesar

Rp.426.143.513.612,50 (empat ratus dua puluh enam miliar seratus empat

puluh tiga juta lima tiga belas ribu enam ratus dua belas rupiah dan lima

puluh sen).

b. belanja langsung terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.484.355.165.856,00 (empat ratus delapan puluh
empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima
ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.124.425.703.559,35 (seratus dua puluh empat
miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus
lima puluh sembilan rupiah dan tiga puluh lima sen),

sehingga jumlah Dbelanja langsung setelah perubahan sebesar

Rp.359.929.462.296,65 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar sembilan

ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus

sembilan puluh enam rupiah dan enam puluh lima sen).

Paragraf 2
Belanja Tidak Langsung

Pasal 9

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
meliputi:
a. belanja pegawai terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.207.775.643.460,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus
tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam
puluh rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.25.812.103.453,00 (dua puluh lima miliar delapan
ratus dua belas juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiahj,

sehingga  jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar

Rp.181.963.540.007,00 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus

enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu tujuh rupiah);

b. belanja hibah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.13.932.300.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga
puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan

2. berkurang/bertambah sebesar Rp0,00 (nihil),&



sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar

Rp.13.932.300.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga

ratus ribu rupiah};

c. belanja bantuan sosial terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
dan

2. berkurang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),

sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar

Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

d. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.436.608.175,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam
ratus delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan

2. berkurang/bertambah sebesar Rp.0,00 (nihil),

sehingga jumlah bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa setelah perubahan sebesar Rp.436.608.175,00 (empat ratus tiga puluh

enam juta enam ratus delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

e. Dbelanja bantuan keuangan terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.123.754.722.620,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus
dua puluh rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.4.111.623.600,00 (empat miliar seratus sebelas juta
enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah),

sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar

Rp.119.643.099.020,00 (seratus Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh

tiga juta sembilan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah); dan

f. belanja tidak terduga terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp.106.067.966.410,50 (seratus enam miliar enam
puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus
sepuluh rupiah dan lima puluh sen),

sehingga jumlah Dbelanja tidak terduga setelah perubahan sebesar

Rp.109.067.966.410,50 (seratus sembilan miliar miliar enam puluh tujuh juta

sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah dgn lima

puluh sen). |

Paragraf 3
Belanja Langsung

Pasal 10

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
a. belanja pegawai terdiri dari: |
1. semula sebesar Rp.65.398.901.500,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus
sembilan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah);
dan
2. berkurang sebesar Rp.6.746.735.316,00 (enam miliar tujuh ratus empat
puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam belas
rupiah),
sehingga  jumlah belanja  pegawai setelah perubahan sebesar
Rp.58.652.166.184,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua
\ juta seratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah);&;

|



b.

(1)

(2)

belanja barang dan jasa terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.192.117.444.578,00 (seratus sembilan puluh dua miliar
seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus
tujuh puluh delapan rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.67.015.458.962,00 (enam puluh tujuh miliar lima
belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh
dua rupiah),

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar

Rpl125.101.985.616,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus satu juta

sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah}; dan

belanja modal terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.226.838.819.778,00 (dua ratus dua puluh enam miliar
delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu
tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp.50.663.509.281,35 (lima puluh miliar enam ratus
enam puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh
satu rupiah dan tiga puluh lima sen),

sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar

Rp.176.175.310.496,65 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus tujuh puluh

lima juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah dan

enam puluh lima sen).

Bagian Keempat
Surplus/ (Defisit)

Pasal 11

Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ merupakan
selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah defisit setelah perubahan
sebesar Rp.136.917.876.293,14 (seratus tiga puluh enam miliar sembilah ratus
tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan
puluh tiga rupiah dan empat belas sen).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufd meliputi:‘

a.

penerimaan pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.120.982.368.518,00 (seratus dua puluh miliar sembilan
ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus
delapan belas rupiah); dan f

2. bertambah sebesar Rp.25.135.507.775,14 (dua puluh lima miliar seratus
tiga puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima

{%rupiah dan empat belas sen), %



sehingga jumlah penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar
Rp.146.117.876.293,14 (seratus empat puluh enam miliar seratus tujuh belas
juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga
rupiah dan empat belas sen); dan

b. pengeluaran pembiayaan Daerah terdiri dari:
1. semula sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta

rupiah),

sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar
Rp.9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah).

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan yang meliputi:
a. SiLPA terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.59.014.458.599,00 (lima puluh sembilan miliar empat
belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh
sembilan rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp.25.135.507.775,14 (dua puluh lima miliar seratus
tiga puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima
rupiah dan empat belas sen),

sehingga jumlah SiLPA setelah perubahan sebesar Rp.84.149.966.374,14

(delapan puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus

enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah dan empat belas
sen);
b. pencairan dana cadangan terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.61.705.909.911,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus
lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah); dan

2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nihil), |

sehingga jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan sebesar

Rp.61.705.909.911,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima juta sembilan

ratus sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah); dan |

c. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp.262.000.008,00 (dua ratus enam puluh dua miliar
delapan rupiah); dan |

2. bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nihil),

sehingga jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan

sebesar Rp.262.000.008,00 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan rupiah).

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
meliputi jenis pembiayaan:
a. pembentukan dana cadangan terdiri dari:
1. semula sebesar Rp.0,00 (nihil); dan
. bertambah sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta
rupiah),&



sehingga jumlah pembentukan dana cadangan set'elah perubahan sebesar
Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus jut:a rupiah); dan
b. penyertaan modal pada PT. Bank NTT terdiri dari: .
1. semula sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nihil),
sehingga jumlah  penyertaan modal setelah  perubahan  sebesar

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketujuh
Pembiayaan Neto

Pasal 15

(1) Pembiayaan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan
selisih antara jumlah penerimaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a dengan jumlah pengeluaran setelah perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

(2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pembiayaan Neto setelah
perubahan sebesar Rp.136.917.876.293,14 (seratus tiga puluh enam miliar
sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus
sembilan puluh tiga rupiah dan empat belas sen).

Bagian Kedelapan
Uraian Perubahan APBD

Pasal 16

Uraian mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai

dengan Pasal 15 terdiri dari:

a. Ringkasan Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaantercantum dalam Lampiran [I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

d. Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Daerah,
organisasi SKPD, program dan kegiatan tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

e. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

g. Daftar Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; S

h. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini;



j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
kembali dalam tahun anggaran ini tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

1. Daftar Dana Cadangan Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

m. Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah tercantum dalam Lampiran XIII
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 17
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu
Raijua.

Dltetapkan di Seba.

pa |1 November 2020.
/P & BUPA RAIJUA,

‘? ..
X\\@ |

e PITAN

Diundangkan di Seba.
pada tanggal 11 November 2020.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
- NUSA TENGGARA TIMUR : 0O 1/2020.&



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 1 TAHUN 2020.

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi
daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap
pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses
pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya
akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang
dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari
masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara
baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan
pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama
antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan realisasi dari
program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi
daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah
Kabupaten Sabu Raijua. Namun pada pelaksanaannya, seringkali APBD yang
telah ditetapkan terjadi perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangaan
saat itu. perubahan terhadap APBD tersebut di dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dilakukan penyesuaian terhadap APBD yang telah
ditetapkan.

Perubahan APBD dilakukan berdasarkan Pasal 154 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya menegaskan bahwa
jika selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuain terhadap
alokasi Anggaran, maka Perubahan APBD masih dimungkinkan terutama
apabila : |

a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum
Anggaran (KUA);

b. terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. ditemui keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat;

e. keadaan luar biasa.

Salah satu faktor penyebab perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah

perkembangan kondisi wabah Corona Virus Disease (Covid-19) PandemiiCovid-

19. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah anggaran di setiap pos belanja

dialihkan ke belanja tak terduga guna penanggulangan Covid- 19.&



Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD ini memuat perubahan
terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD yang
sebelumnya telah ditetapkan. Terjadi beberapa penambahan dan pengurangan
terhadap sejumlah komponen baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan
terhadap APBD 2020 dimana setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur
maka ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.
Pasal 17

Cukup Jelas.
Pasal 18

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 1. &



